BUPATI CIANJUR

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CIANJUR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. a.

o 1.

BUPATI CIANJUR,

bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 6 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi
Pamongpraja, perlu menetapkan Petunjuk Teknis
Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi
Pamongpraja Kabupaten Cianjur;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Cianjur;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamongpraja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



o

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan

Polisi Pamongpraja (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 590);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2011 tentang
Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong

Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 705);

S. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daeraln  Kavupaten Clanjur {Lembaran Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN CIANJUR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

3

2,
3.
4

Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.

Kepala Daerah adalah Bupati Cianjur.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamongpraja
Kabupaten Cianjur.

Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat
pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah dan
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP
Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja dalam
rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas
menegakan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran
dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap
peraturan deerah, peraturan kepala daerah’ dan keputusan kepala

daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat.



Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud Petunjuk Teknis SOP Satpol PP adalah sebagai pedoman teknis
bagia Aparatur Satpol PP dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan
daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 3

Petunjuk Teknis SOP Satpol PP bertujuan untuk mewujudkan keseragaman
pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah,
peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah, serta
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 4

Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional berpedoman
pada petunjuk teknis SOP Satpol PP.

Pasal 5

(1) Petunjuk Teknis SOP Satpol PP meliputi:

SOP pelaksanaan penyidikan penegakan peraturan daerah;

SOP pemanggilan terperiksa pelanggaran peraturan daerah;

SOP pelimpahan berkas pelanggaran peraturan daerah,

SOP patroli guantrantibum (patroli rutin);

SOP penanganan unjuk rasa;

SOP pengamanan temapt-tempat penting;

SOP pengawalan orang-orang penting;

SOP operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

SOP  persiapan  pengamanan pemilihan umum kepala

daerah/pemilihan umum pusat; dan

j.  SOP pelaksanaan pengamanan pemilihan umum kepala
daerah/pemilihan umum pusat.

(2) Petunjuk Teknis SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

DR M0 .0 TP

BAB III
PENDANAAN
Pasal 6

Pendanaan Petunjuk Teknis SOP Satpol PP dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.



BAB IV
PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 November 2016

BUPATI CIANJUR,
ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
o-tanggal-1 November 2016

p o —

RATGSRI YULIA H.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016 NOMOR 50



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 49

TENTANG : PETUJUK TEKNIS

STANDAR  OPERASIONAL

PROSEDUR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CIANJUR
NAMA-NAMA KEGIATAN

NO KEGIATAN NOMOR

1 2 3

1. | Prosedur Pelaksanan Penyidikan Penegakan 1.08.2016
Peraturan Daerah

2. | Prosedur Pemanggilan Terperiksa Pelanggaran 2.08.2016
Peraturan Daerah

3. | Prosedur Pelimpahan Berkas Pelanggaran 3.08.2016
Peraturan Daerah

4. | Prosedur Patroli Guantrantibum (Patroli Rutin) 4.08.2016

S. | Prosedur Penanganan Unjuk Rasa 5.08.2016

6. | Prosedure Pengamanan Tempat-Tempat Penting 6.08.2016

7. | Prosedur Pengawalan Orang-Orang Penting 7.08.2016

8. | Prosedur Operasi Ketertiban Umum dan 8.08.2016
Ketentraman Masyarakat

9. | Prosedur Persiapan Pengamanan Pemilukada / 9.08.2016
Pemilu Pusat

10. | Prosedur Pelaksnaan Pengamanan | 10.08.2016

Pemilukada/Pemilu Pusat

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 1 November 2016
_BUPATI CIANJUR,

IRVAN RIVANO MUCHTAR




Nomor SOP

1.08.2016

Tanggal Pembuatan

20-Apr-16

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

SATUAN POLISI PAMONG “?"’"’:”“:\
-~ PRAJA :
* BIDANG PENEGAKAN Disahkan oleh BUPATI CIANJUR
PERATURAN PERUNDANG- | %
UNDANGAN DAERAH )

S

Judul SOP

Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Penegakan
Peraturan Daerah

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Pemerintah Rl No. 6 tahun 2010
tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Pemendagri No.54 Tahun 2011 tentang
Standar Oprasional Prosedur Satuan Polisi
Pamong Praja.: ‘

3. Permendagri N‘o 40 Tahun 2011 tentang
trantib dan meas dalam rangka penegakan
Hak Asasi Manusia.

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Manajemen Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai
Negeri Sipil.

5. Perda Kabupaten Cianjur No. 03 Tahun 2001
tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor
10 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kabupéten Cianjur.

7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor : 08 Tahun
2012 Tentang Lingkungan Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Cianjur.

1. Pengetahuan tentang tugas-tugas pokok PPNS

2. Memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan
tentang Peraturan Daerah dan Peraturan
PerUndang-Undangan lainnya.

3. Mengetahui dasar-dasar hukum pelaksanaan
tugas PPNS.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP Pemanggilan Terperiksa
Pelanggaran PERDA.

2 - SOP Pelimpahan berkas
Pelanggaran PERDA.

1. Buku laporan pengaduan
pelanggaran perda.

2. Format pengaduan

pelanggaran perda.

Surat tugas penyidikan.

Format laporan penyidikan.

Komputer dan printer,

6. Kamera

L

Permgatan.

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
kesalahan dalam penyidikan serta
Ketidakteraturan terhadap aturan-aturan yang
berlaku sesuai dengan prosedur penyidikan.

Buku laporan kegiatan penyidikan pelanggaran
Perda.




: Peiaksanaan Mutu Baku
‘| No Kegiatan Kabid Kasi Staf Bid. Keterangan
n | Waktu Output
Gakda Lidik Gakda PPNS | Kelengkapan | W P
.4 {Menerima laporan Buku laporan — Daftar laporan
: pelanggaran perda E pengaduan 5 pengaduan
Mengisi format Form laporan ) Laporan
2 |pelanggaran Perda dan 1 ] :;r:gsguan 15 menit | Pelanggaran
ditandatangani pelapor. Perda
Menyampaikan laporan Laporan Laporan
3 |kepada pimpinan / [:_j Pelanggaran | 5menit | Pelanggaran
atasan. — Perda Perda
. Laporan Catatan atas
Kasi Lidik menganalisa — . laporan
4 isi laporan E-———] s Pel:r;gg:ran 15 menit pelanggaran
Perda
Kasi Lidik menugaskén Catatan atas Surat Tugas
staf untuk segera st laporan o dan
b membuat surat tugas L*:I pelanggaran Ll Pemberitahuan
penyidikan (SPDP). perda Penyidikan
Laporan mengenali Surat Tugas Surat Tugas
6 pelaksanaan penyidikan ’i_' dan 10 ridfit dan
dan penandatanganan — Pemberitahuan | . Pemberitahuan
surat tugas. Penyidikan Penyidikan
Menyampaikan surat ]
A : Surat Tugas s Surat Tugas
f t;g;sspenyldikan kepasa ::l Penyidikan % it Penyidikan
Melaksanakan tugas Perlengkapan . | Dokumentasi
8 g I |
penyidikan. penyidikan Erntan penyidikan
Pasca melakukan
penyidikan, PPNS
g |mengisi laporan hasil — Form laporan B0 et Laporan
penyidikan dan penyidikan penyidikan
menyampaikan
_ |laporannya.
menerima, menelaah
laporan dan ;
memerintahkan staf — Laporan . La Hasil
10 : p ; poran Hasi
membuat surat ] penyidikan | 13 menit | "o dikan
pemanggilan '
pemeriksaan.




Nomor SOP 2.08.2016
Tanggal Pembuatan 20-Apr-16
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA ey
BIDANG PENEGAKAN Disahkan oleh / : BU"PATI CIANJUR
PERATURAN PERUNDANG- 4
UNDANGAN DAERAH

Judul SOP

P?‘:bs“gg_ur Pemanggilan Terperiksa Pelanggaran
Peraturan Daerah

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Rl No. 6 tahun 2010
tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Pemendagri No.54 Tahun 2011 tentang
Standar Oprasional Prosedur Satuan Polisi
Pamong Praja.

3. Permendagri No. 40 Tahun 2011 tentang
trantib dan Linmas dalam rangka penegakan
Hak Asasi Manusia.

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Manajemen Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai
Negeri Sipil.

5. Perda Kabupaten Cianjur No. 03 Tahun 2001
tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor
10 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Cianjur.

7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor : 08 Tahun
2012 Tentang Lingkungan Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Cianjur.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Pengetahuan tentang tugas-tugas pokok PPNS

2. Memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan
tentang Peraturan Daerah dan Peraturan
_PerUndang-Undangan lainnya.

3. Mengetahui dasar-dasar hukum pelaksanaan
tugas PPNS.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP Pelaksanaan Penyidikan Penegakan
Peraturan Daerah.
2 SOP Pelimpahan berkas Pelanggaran PERDA.

1. Surat pemanggilan pemeriksaan.

2. Buku monitoring kehadiran pemeriksaan.
3. Blangko kelengkapan Administrasi.

4. Komputer dan printer.

5. Kamera.

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
kesalahan dalam penyidikan serta
Ketidakteraturan terhadap aturan-aturan yang
berlaku sesuai dengan prosedur penyidikan.

Buku laporan kegiatan penyidikan pelanggaran
Perda.




Pelaksaaan Mutu Baku et
. TN ¥ eterangan
No Kegiatan Kabid Kasi Staf Bid. PPNS Tohilanclaman Waktu Output
Gakda Lidik Gakda : rap
Mistnbuat Burat Berkas hasil
embuat Sura i R Surat
penyidikan; Form :
1 |Pemanggilan l ! - 15 menit pemanggilan
Pemeriksaan péemanggilan
Penandatanganan Surat
Pemanggilan (Jika . ; Surat
atasan bukan penyidik, 1o Surat pemnggilan 10 menit Pemanggilan
2 fsurat ditandatangani L fer ™ pemeriksaan Paiit erikgaan
oleh penyidik dan :
diketahui atasan)
Menyampaikan surat N vt prnagiiah " 1 .
3 |pemanggilan kepada jl'__:] Sup: r:eriksggn 1 hari Ekspedisi surat
pelanggar Perda.
Menunggu kehadiran Tidak i
4 |Wika3haribelum = el b Catatan
datang, dibuatkan surat’ o pemerikeaan » kehadiran
pemanggilan kedua .
Tidak
Menunggu (Jika 3 hari o
5 belum datang tanpa < s Bui;ue;r; c;ri)rl;c:‘rmg 3 hari Catatan
konfirmasi, dibuatkan al SeTABHkEASD kehadiran
surat panggilan ke 3)
Membuat Surat . Surat
Permintaan Bantuan e , Forn:) ::tf ggtaa“ permintaan
6 |Pemanggilan Paksa — ; 3 hari bantuan
yang ditujukan kepada pem:’;gg”an pemanggilan
PPNS. P paksa
. . Surat
Penandatanganan Surat _ Suratt)::{‘:r;:taan permintaan
7 |Permintaan Bantuan ,{ j Pemafiagilan 10 menit bantuan
Pemanggilan Paksa. Pakgg Pemanggilan
paksa
Penyampaian Surat Sura;g::;r::taan
8 |Permintaan Bantuan - 1 hari Ekspedisi surat
Pemanggilan Paksa. E:] Pen;zr;ggllan :
Melaksanakan Surat permintaan
g Pemanggilan Paksa bantuan 2:5 hari Pel:::ra;:an
terhadap pelanggar I ] Pemanggilan ¢ P 99
aksa
Perda. Paksa
Proses Pemeriksaan
10 |terhadap pelanggar > ] - 2-5 hari -
Perda.




Nomor SOP

3.08.2016

Tanggal Pembuatan

20-Apr-16

Tanggal Revisi

A\ Tanggal Efektif

SATUAN PO
PRAJA

BIDANG PENEGAKAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAERAH -

Disahkan oleh

BUPATI CIANJUR

Judul sop

Prosedur Pelimpahan Berkas Pelanggaran
Peraturan Daerah

Dasar Hukum :

Kuallfikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Ri No. & tahun 2010
tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Pemendagri No.54 Tahun 2011 tentang
Standar Oprasional Prosedur Satuan Polisi
Pamong Praja. ‘

3. Permendagri No. 40 Tahun 2011 tentang
trantib dén Linmas dalam rangka penegakan
Hak Asasi Manusia. :

| 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesié Nomor 6 Tahun 2010 ?.'entang
Manajemen Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai |
Negeri Sipil. :

5. Perda Kabupaten Cianjur No. 03 Tahun 2001
tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor
10 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat
. Daerah Kabupaten Cianjur.
7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor : 68 Tahun
2012 Tentang Lingkungan Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Cianjur.

1. Pengetahuan tentang tugas-tugas pokok PPNS

2. Memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan
tentang Peraturan Daerah dan Peraturan
PerUndang-Undangan lainnya.

3. Mengetahui dasar-dasar hukum pelaksanaan
tugas PPNS.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pelaksanaan Penyidikan Penegakan
Peraturan Daerah.

2. SOP Pemanggilan Terperiksa Pelanggaran
Peraturan Daerah.

1. Format berita acara pemeriksaan singkat /
Tindak Pidana Pelanggaran Perda.

2. Komputer dan printer.

3. Kamera.

Peringatan:

Apabila tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
tidak adanya penindakan hukum terhadap para
pelanggar Perda dan Peraturan PerUndang-

“ |Undangan lainnya.

Pencatatan dan Pendataan:

Buku laporan kegiatan penyidikan pelanggaran
Perda.




Pelaksaaan Mutu Baku
Kegiatan Kabid Kasi Keterangan
PPNS Kelengkapan Waktu Output
Gakda Lidik el g
Mengumpulkan berbagai : Berkas hasil
i idik
bukti hasil penyidikan D penyidikan; 15 mentt | Berkas panyidikan
Membuat berita acara .
pemeriksaaan cepat/ l:—j Form berita acara A Berita acara
Tindak pidana . pemeriksaan pemeriksaan
pelanggaran Perda
Membuat berita acara 3 Berita acara
pemenkfaaan sepatf Tidak -——)[r__:l Berlta.acara 10 menit pemeriksaan;
Tindak pidana —_— pemeriksaan Disposisi
pelanggaran Perda
Memeriksa berita acara
ik:

p:ir::: sej::m:r‘iZkPerda J Berita acara Berita acara
.F.) p — e Tidak —1=>< \Bé— Ya pemeriksaan; 15 menit pemeriksaan;
jika Ya diparap, jika tidak =3 S Disposisi
dikebalikan kepada PPNS
untuk diperbaiki.
Memeriksa berita acara
p.emerlksaan /_'ﬁndak __,-/ ~., Berita acara Berita acara
pidana Perda jika ya g < va i . .

. A i pemeriksaan; 15 menit pemeriksaan;
ditandatangani, jika tidak hisgosi Disposisi
dikembalikan kepada Kasi
untuk diperbaiki.

Mengevaluasi

penyampaian berita acara Bérita acar

pemeriksaan —_ pemeriksaan;

cepat/Tindak pidana [’ Buku ekspe di;i 2 jam Ekspedisi surat
pelanggaran Perda ‘" P

kepada Pengadilan Negeri

setempat




Nombr SOP

4.08.2016

Tanggal Pembuatan

20-Apr-16

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

SATUAN POLISI PAMON
PRAJA =

' BIDANG KETERTIBAN UMUM |Disahkan oleh
DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT

BUPATI CIANJUR

Judui SOPV

| Prosedur Patroli Guantrantibum (Patroli
‘|Rutin).

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah RI No. 6 tahun 2010
tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Pemendagri No.54 Tahun 2011 tentang
Standar Oprasional Prosedur Satuan Polisi
Pamong Praja.

3. Permendagri No. 40 Tahun 2011 tentang
trantib dan Linmas dalam rangka penegakan
Hak Asasi Manusia.

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang

~ Manajemen Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai
Negeri Sipil. ;

5. Perda Kabupaten Cianjur No. 03 Tahun 2001

tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor
10 Tahun 2011 Tentang Organisas: Perangkat
Daerah Kabupaten Cianjur.

7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor : 03 Tahun
2012 Tentang Lingkungan Kerja Satuan Polisi

'Pamong Praja Kabupaten Cianjur.

1. Memiliki pengetahuan tentang tugas-tugas
pokok Polisi Pamong Praja.

2. Memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan
tentang Peraturan Daerah dan Peraturan
PerUndang-Undangan lainnya.

3. Mengetahui dasar-dasar hukum pelaksanaan
tugas Polisi Pamong Praja di bidang Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan :

- SOP Operasi Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat

1. Form laporan patroli.
2. Surat Perintah Patroli.
3. Alat Komunikasi.

4. Kamera

5. Komputer dan Printer.

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
gangguan Trantibumas di masyarakat. .

Temu cepat, lapor cepat, dokumentasi dan laporan
tertulis pelaksanaan tugas.




* Peiaksaaan Mutu Baku
Staf Bid.
( KET
Nie Kmglntan Ka Sat Pol PP Kapaln Kasi Ops Dal |Tibumtranmas dan| Kelengkapan Waktu Output
Bidang
petugas patroli
‘ Surat Tugas
l:lelaksa:akapr? Ap'el Patroll, PaabEnR Jadual Patroli
engarahan Pimpinan : :

1 — > —> perlengkapan |30 Menit Rutin Bulanan
pemb?rangkatan D Ej_ l I—- l ] e tugas anggota telah dibuat
prclh daftar hadir
Memerintahkan Kasi
Opdal dan Staf Bidang Surat Tugas

2 Tibumtranmas serta Patroli dan Sjamatau  |Temuan Hasil Temuan Positif
petugas patroli unuk perlengkapan |lebih Patroli dan atau Negatif
melaksanakan Patroll ,; l @ lapangan :

Guantramtibmas. -
Menemukan dan ‘
Data/dokumen | _ Laporan
- L Manual

3 melapo;ka.n fepat /: [ ‘ie I k__{ k— ——i: / foto /alat ;Sejbaihm A sementara a::Srea:Zktro:{:
secara er{enjang : ' komunikasi lisan/medsos
menyesuaikan.

Memberikan

Petunjuk/keputusan/ke " Petunjuk/Keputus | Melalui alat
a T

putusan sementara: ] Alat ; an /keputusan komunikasi

. Pimpinan terhadap <> 9{ r_—‘>i d ,: komunikasi iR sementara /medsos/langsun
temu cepat lapor cepat pimpinan g on the spot
secara berjenjang.

Melaporkan
pelaksanaan
tunjuk Melalui al
S s i[9
5 ) . :
Pimpinan atas laporan \{><——~l F"“L__Je—{__— /alat . fanjatdi la.par‘mgan /medsos/langsun
- secara berjenjang
cepat,temu cepat komunikasi g on the spot
secara berjenjang / Ya
menyesuaikan.
Bisa dilaksanakar
Melaksanakan Apel Cek jumlah T . pada tempat
6 |penutupan pelaksanaan 5 personil dan 15 menit p‘ yang berbeda
patroli —] peralatan st pada saat apel
pemberangkatan
Menugaskan Kasi Opdal ! _
dan Staf Tibumtranmas ampiran Laporan " .
dokumentasi . Bisa dibuat pada
7 |untuk membuat draft { '——ﬂ 2 jam Pelaksanaan e
| SO = pelaksanaan hari berikutnya

Laporan Pelaksanaan b Tugas ( LPT)
Tugas (LPT). gas

Tidak S

et
Mengoreksi draft Tidak tamplpan ) Berkas Laporan  |Koreksi secara

dokumentasi .
8 |Laporan Pelaksanaan | 10 menit |Pelaksanaan manual atau
AN
i P pelaksanaan .
Tugas Patroli. k j Tugas elektronilk
. | tugas
-
Ya
Ya

Menandatangani Lampiran Dokumen Selaniutnva
Laporan Pelaksanaan et dokumentasi . Laporan AR

9 [ 2 menit dokumen
Tugas Patroll pelaksanaan Pelaksanaan diarsiok
Guantramtibum. tugas Tugas AR




Nomor SOP

5.08.2016

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

20-Apr-16

Tanggal Efektif

SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA

BIDANG KETERTIBAN UMUM |[Disahkan oleh
DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT

BUPATI CIANJUR

T .

Judul SOP

Prosedur Penanganan Unjuk Rasa

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah RI No. 6 tahun 2010
tentang Satuan Polisi Pameng Praja.

2. Pemendagri No.54 Tahun 2011 tentang

" Standar Oprasional Prosedur Satuan Polisi
Pamong Praja.

3. Permendagri No. 40 Tahun 2011 tentang
trantib dan Linmas dalam rangka penegakan
Hak Asasi Manusia.

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang
AManajemen Penyidikan Bagi Peny!dlk Pegawai
Negeri Slpll

S. Perda Kabgpaten Cianjur No. 03 Tahun 2001
tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor
10 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Cianjur.,

7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor : 08 Tahun
2012 Tentang Lingkungan Kerja Satuan Pclisi
Pamong Praja Kabupaten Cianjur.

1. Pengetahuan tentang tugas-tugas pokok Polisi
Pamong Praja’

2. Memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan

"~ tentang Peraturan Daerah, dan peraturan
perundangan lalnya yang relevan.

3. Mengetahui dasar-dasar hukum pelaksanaan
tugas Polisi Pamong Praja di bidang ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat.

4 Bisa bekerjasama dalam tim.
Tidak emosional dan bisa menahan diri.
6 Loyal kepada pimpinan dan satuan.

Ut

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

- SOP Operasi Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat.

1. SuratTugas

2. Alat komunikasi dan kamera

3. Peralatan dan Perlengkapan Pakaian PHH (Bila
diperlukan).

4. Pakaian PDLII

5. Buku laporan.

Peringatan:

[Pencatatan dan Pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
gangguan Trantibumas di masyarakat.

Temu cepat, lapor cepat, dokumentasi dan laporan
tertulis pelaksanaan tugas.




Pelaksaaan Mutu Baku
Staf Bid. '
No Kegiatan Kepala . Tibumtranmas dan W Keterangar
: aktu
KASATPOLPP Bidang Kasi Ops Dal - Kelengkapan |
penghalau masa
[ J— *I-—~—,L ——] | |surat Tugas, ‘
daftar hadir, alat|". Pemahaman
’ Melaksanakan Apel komunikasi, - 30 Menit tugas anggot’a
Pengarahan Pimpinan. kamera, Dakura dan pembagian
(bila : tugas di lapangan.
diperlukan).
Memerintahkan Kasi Coordinasi
Ops Dal, Staf Bidang r_‘_"j_‘_~>:] Surat Tugas , — Sfiad vaih oordinasi
Tibum Tranmas dan e asiar l.wadir, algt dengan  |aman, tiﬁ(gndali, d|lapang; n LR
2 |Petugas Penghalau komunikasi, situasi dan }tidak anarkhis dan dengan G)
masa untuk kamera, Dakura rdi] Hsnliial TNI, fian_ nsul
melaksanakan tugas (bila diperiukan) terkait lainnya
penanganan unjuk rasa.
Mehaimukan dan —_—
melaporkan cepat Data/dokumen/ Laporan
’ 4] e dengan Laporan Manu
3 SeGa , L TQ—L ki k‘ —_—Lj i Ialgt situasi dan |Sementara atau elektronik
berjenjang/menyesuaika . komunikasi indist lisan/medsos
n
'Memben'kan
Petunjulvkeputusanikep Y va Petunjuk/Keputus |Melalui alat
utusan ssmentara - Smenit  {an /keputusan komunikasi
. Pimpinan terhadap temu <>—i _]~—9[ 1———){:] Alat komunikasi pertama  |sementara Imedsos/langst
cepat lapor cepat secara ‘ pimpinan g on the spot
berjenjang.
Melaporkan
. |pelaksanaan petunjuk / ﬁ}(_ L k_ T gt dak
keputusan / Keputusan L U : H <« ey Melalui alat
5 sementara Pimpinan __[:j . dD:lizrlne W foto 5 menit ];‘2:::' epangan komunikasi
atas laporan cepat temu . . _.|pertama . . |/Imedsos/langsu
cepat secara /alat komunikasi berjenjang/sesuai g on the spot
e . situasi dan kondisi
berjenjang/menyesuaika
n
Bisa dilaksanak
. ada tempat
6 Melal:sanakir; Ak};:l Gt " |Kesimpulan dan ;)ang berbida
penutupan pelaksanaan S L) ' ___>E personil dan 30 menit ;
penanganan unjuk rasa. lj_— l‘} H‘—“]_ . - peralatan evaluasi g:gg:?aﬁ:l
pimpinan
[Menugaskan kasi Ops
Dal dan Staf Lampiran Laporan
Tibumtranmas untuk dokumentasi Bisa dibuat padz
membuat draft Laporan ;g “1 —- |pelaksanaan 2 jgm ?elaksa?;a_arr; hari berikutnya
Pelaksanaan Tugas tugas ugas (
{LPY).
TIDAK
ettty |
Mengoreksi draft Lampiran ;
TIDAK A : ; Berkas Laporan  |Koreksi secara
P
8 1L'aporan elaksanazn - dokumentasi 10 menit {Pelaksanaan manual atau
ugas Penanganan pelaksanaan Tugas elektronilk
Unjuk Rasa. >€ tugas ga
s YA
YA
'|Menandatangani o (l;alt(npirant i l[_)okumeﬁ Selanjutnya
9 |Laporan Pelaksanaan B ;al;g:::;: 2 menit P:f:kr::naan dokumen
Tugas Unjuk Rasa P diarsipkan
tugas Tugas




Nomor SOP

6.08.2016

Tanggal Pembuatan

20-Apr-16

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA

BIDANG KETERTIBAN UMUM [Disahkan oleh
DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT

i,

- [Judul SOP

Prosedur-Pengamanan Tempat-tempat
'|Penting.

Dasar Hukum :

Kualifikasl Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Rl No. 6 tahun 2010
tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Pemendagri No.54 Tahun 2011 tentang
Standar Oprasional Prosedur Satuan Polisi
Pamong Praja.

3. Permendagri No. 40 Tahun 2011 tentang
trantib dan Linmas dalam rangka penegakan
Hak Asasi Manusia.

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Manajemen Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai
Negeri Sipil.

5. Perda Kabupaten Cianjur No. 03 Tahun 2001
tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor
10 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Cianjur.

7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor : 08 Tahun
2012 Tentang Lingkungan Kerja Satuan Poiisi
Pamong Praja Kabupaten Cianjur.

1. Pengetahuan tentang tugas-tugas pokok Polisi
Pamong Praja

2. Memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan
tentang Peraturan Daerah, dan peraturan
perundangan lainya yang relevan.

3. Mengetahui dasar-dasar hukum pelaksanaan
tugas Polisi Pamong Praja di bidang ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat.

4 Bisa bekerjasama dalam tim.
Tidak emosional dan bisa menahan diri.
6 Loya! kepada pimpihan dan satuan.

w

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan :

- SOP Operasi Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat

1. Surat Tugas.

Alat komunikasi dan kamera.
Kendaraan.

Perlengkapan lapangan.
Pakaian PDL II.

6. Buku laporan piket.

Uos e N

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

|8angguan Keamanan dilingkungan Pemerintahan

Apabila tidak dilaksanakan akan mengakibatkan

Daerah.

Temu cepat, lapor cepat, dokumentasi dan laporan
tertulis pelaksanaan tugas.




tugas

Tugas

s , Pelaksaazn Mutu Baku
: Staf Bid.
No Kegiatan i Keterangar
glata Ka Sat Pol PP Kepala Kasi Ops Dal Tibumtranmas dan Kelengkapan Waktu Output B
Bidang petugas
pengamanan
» Surat Tugas,
Melaksanakan Apel D_ perlengkapan Pemahaman
. Pengarahan Pimpinan. u“"L.__j— > [*J lapangan, = Mz tugas anggota
daftar hadir
M:mer Intahkan Surat Tugas, *  |Pengamanan
2 ::t:gar: p'e:gaminan perlengkapan |sesuai Material pada
” e s:na ant 7l|_j lapangan dan |keperluan tempat-tempat
PHERIRAnAN tapEy ekspedisi surat penting
tempat penting,
Mener_nukan cepat dan
melaporkan cepat l k_._1 <] ﬂ Data/dokumen/ Laporan
L M :
3 |pelaksansan tugas j .hj% foto /alat " sementara Rl
keperluan R atau elektronik
secara bet_‘jenjang/ komunikasi lisan/medsos
menyesualkan.
Memberikan
Petunjuk/keputusan / <>_D_ r —— Petunjuk/Keputus|Melalui alat
keputusan sementara: Ya ~>L w]_—i J i an /keputusan komunikasi
4 Alat komunikasi|{5 menit
Pimpinan terhadap i sementara /medsos/langst
laporan cepat secara pimpinan g on the spot
berjenjang.
Melaporkan
z:ztlsj:rs::putusan - Data / Melalui alat
I :l ? [__j I:—:l dokumen/ foto Laporan tindak  |komunikasi
5 él::‘pl;tusa:t:el'lnental:: -jé —_— /alat LEirenlh lanjut di lapangan | /medsos/langst
ol . komunlkasi gon the spot
cepat secara
berjenjang.
Melaksanakan Apel g'::adt':_:spaa:aka
penutupan pelaksanaan I Surat tugas dan . Kesimpulan dan
® [Pengamanan Tempat. L | daftar hadir Sl st Z:Zi ::;:’:‘;:,
Tempat Penting,
Rk FeRting pemberangkata
Memerintahkan Kasi
Ops Dal dan Staf Lampiran (Foran
- Tibumtranmas untuk dokumentasi 2jor Pe? ksanaan Bisa dibuat pada
membuat draft Laporan D—D pelaksanaan . T @ (LPT) hari berikutnya
Pelaksanaan Tugas tugas e
{LPT),
Tidak _9‘:—‘—-]
Mengoreksi draft 2 LB pIE Berkas Laporan  |Koreksi secara
Tidak S dokumentasi
8 |Laporan Pelaksanaan > elaksanaan 10 menit  |Pelaksanaan manual atau
Tugas. P Tugas elektronilk
.. tugas
L =
Ya
Menandatanganli :ar:plrant i Eokumen Selanjutnya
9 |Laporan Pelaksanaan N GREDes 2 menit Aporan dokumen
=5 pelaksanaan Pelaksanaan L
Tugas . C _] diarsipkan




Noimor SOP

7.08.2016

Tanggal Pembuatan

20-Apr-16

Tanggal Revisi

Tangga! Efektif

et
SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA s

BIDANG KETERTIBAN UMUM |Disahkan oleh
DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT

BUPATI CIANJUR

Judul SOP

| Prosedur Pengawalan Orang-Orang Penting

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Rl No. 6 tahun 2010
tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Pemendagri No.54 Tahun 2011 tentang
Standar Oprasional Prosedur Satuan Polisi
Pamong Praja.

3. Permendagri No. 40 Tahun 2011 tentang
trantib dan Linmas dalam rangka penegakan
Hak Asasi Manusia.

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negarz Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Manajemen Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai
Negeri Sipil. ;

5. Perda Kabufjpaten Cianjur No. 03 Tahun 2001
tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor
10 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Cianjur.

7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor : 08 Tahun
2012 Tentang Lingkungan Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Cian jur.

1. Pengetahuan tentang tugas-tugas pokok Polisi
Pamong Praja ‘

2. Memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan

' tentang Peraturan Daerah, dan peraturan

perundangan lainya yang relevan.

3. Mengetahui dasar-dasar hukum pelaksanaan
tugas Polisi Pamong Praja di bidang ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat.

Bisa bekerjasama dalam tim.

Tidak emosional dan bisa menahan diri.
Loyal kepada pimpinan dan satuan.
Komunikatif dan Simpatik.

N &

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan :

1. SuratTugas.

2. Alat komunikasi dan kamera.

3. Kendaraan.

4. Perlengkapan lapangan.

5. Pakaian PDL Il / PDH / Menyesuaikan.
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
-|8angguan Keamanan kepada para pejabat VVIP
Pemerintah Daerah dan Pusat,

Temu cepat, lapor cepat, dokumentasi dan laporan
tertulis pelaksanaan tugas.




s Peiaksaaan Mutu Baku
¢
No Kegiatan Kepala Ka Unit Petugas Keterangan
Kelengkapan Waktu Output
Kaizst Polpp Bidang Pengawalan Pengawalan A
jSuc;'at ITugas, Pengarahan/pe
: adual .
juk bisa
Memberl Petunjuk / I sesual Pemahaman nju
— ] __>i pengawalan o |
. Pengarahan Pimpinan. ] 9[— ] %[ J—— l periengkapan keperluan tugas anggota diberikan sz‘acan
: ) lisan/tertulis
lapangan,
Co ) : Surat Tugas
Memerintahkan Kanit il
perlengkapan .
Pengawalan untuk sesuai target
lapangan, sesual jadual |Pengamanan S——
2 |melaksanakan daftar hadir pengawalan |Personil VIP/VVIP di K
PIANE, pentlng. komunikasi
Melaporkan cepat Data/dokuren/|5 menit pada |Laporan lamomahianez
3 pelaksanaan I{——L lé—{ j(——(: foto /alat kesempatan {sementara N —
pengawalan secara g komunikasi pertama lisan/medsos
berjenjang.
Memberikan :
Petunjuk/keputusan rY-a—_-->L 1——){ 1———-—9{__ i Data/dokumen;/ 5 menit Petunjuk/Keputus|Melalui alat
4 /keputusan sementara ot it setelah an /keputusan komunikasi
Pimpinan terhadap bt menerima sementara /medsos/langst
laporan cepat secara laporan pimpinan g on the spot
berjenjang.
217;2:::: Melalui alat
o [t T T e ] [mmenomentone g (oo
/keputusan sementara K ; i eit patan lanjut di lapangan ———
Pimpinan secara omunikas pertama gt g €
berjenjang. RO
Petugas Pengawalan
Melaksanakan akhir - Buku daftar
tugas dan serah terima hadir dan berita Kesimpulan dan |Dilaksanakan
6
pelaksanaan 1: acara serah 5 mentt evaluasi secara rutin
pengawalan orang- terima tugas
orang penting.
Petugas pengawalan Buku daftar Isian buku daftar
menandatangani daftar hadir dan berita hadir dan berita |Per jadual
7
hadir dan berita acara E:] acara serah SOt acara serah petugas
serah terima tugas. terima tugas terima tugas
Kanit Pengawalan
memeriksa d
m:nan datan::ni kslon Buku daftar Isian buku daftar
8 |mengetahul pada buku [€ hadir dan :erlta 5 menit hadir dan t;erita e —
daftar hadir dan berita :ca‘ra s:ra :ca'ra s:ra
acara serah terima erima tugas FEmatugds
tugas pengawalan.
Melaporkan buku daftar e :u::; :aftabr ; g
9 [hadir dan berita acara’ ’ e adirdan her Bl s menit lE.apIorarf e Per Bulanan
serah terima tugas. .Y acara sera valuasi

terima tugas




Nomor SOP

8.08.2016

Tanggal Pembuatan

20-Apr-16

Tanggai Revisi

Tanggal Efektif

SATUAN POLIS| PAMONG
PRAJA

BIDANG KETERTIBAN UMUM |Disahkan oleh
DAN KETENTRAMAN
'MASYARAKAT

BUPATI CIANJUR

o

om/ .

Judul SOP

Prosedur Operasi Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat

Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Rl No. 6 tahun 2010
tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Pemendagri No.54 Tahun 2011 tentang
Standar Oprasional Prosedur Satuan Pclisi
Pamong Praja.

3. Permendagri No. 40 Tahun 2011 tentang
trantib dan Linmas dalam rangka penegakan
Hak Asasi Manusia. ’

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Manajemen Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai
Negeri Sipil.

5. Perda Kabupaten Cianjur No. 03 Tahun 2001
tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor
10 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Cianjur.

7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor : 08 Tahun
2012 Tentang Lingkungan Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Cianjur.

Kualifikasi Pelaksana :

L

2.

b ML U

Pengetahuan tentang tugas-tugas pokok Polisi
Pamiong Praja

Memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan
tentang Peraturan Daerah, dan peraturan
perundangan lainya yang relevan.
Mengetahui dasar-dasar hukum pelaksanaan
tugas Polisi Pamong Praja di bidang ketertiban
umur dan ketentraman masyarakat.

Bisa bekerjasama dalam tim.

Tidak emosional dan bisa menahan diri.
Loyal kepada pimpinan dan satuan.
Komunikatif dan Simpatik.

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan :
1. Patroli Guantrantibum (Patroli Rutin). 1. Surat Tugas.
2. Prosedur Penanganan Unjuk Rasa 2. Alat komunikasi dan kamera.
3. Prosedur Pengamanan Tempat-tempat 3. Kendaraan.
Penting. 4. Perlengkapan lapangan.
5. Pakaian PDL Il / PDH / Menyesuaikan.

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
gangguan Keamanan kepada para pejabat VVIP
Pemerintah Daerah dan Pusat.

Temu cepat, lapor cepat, dokumentasi dan laporan
tertulis pelaksanaan tugas.




Pelaksaaan Mutu Baku
Staf Bid,
Kegiatan Keterangan
glata Ka Sat Pol PP K.epala Kasi Ops Dal Tibumtranmasdin Kelengkapan Waktu Output *
Bidang petugas operasi
tibumtranmas
Surat Tugas,
ey Berdasarkan
Melaksanakan Ap.el D_— {4“@@ perlengkapan 30 Menit REmEhEEn temuan patroli
Pengarahan Pimpinan, lapangan, tugas anggota
; . atau pengadua
daftar hadir
Memerintahkan Kasi Remisinz
Surat Tugas, kepada
Opdal dan Petugas
H perlengkapan |5 jam atau pelanggar/surat .
Operasi Tibumtranmas sesuai target
lapangan dan |lebih teguran/ surat
untuk melaksanakan kspedisi surat ringatan/eksek
Operasi Tibumtranmas. > }-——ﬁ AR s:l ng
Melaporkan cepat
) VR L
pelaksanaan operasi l lé_——:}(.__:] <« | :’atia;:,: l:umen/ 5 jam atau s:;oer:;ra Laporan Manua
secara berjenjang / lebih . atau elektronik
‘ komunikasi lisan/medsos
menyesuaikan,
Memberikan N
Oy g S
Eetunjuk/keputusan/ \/ YA L —l L T Petunjuk/Keputus|Melalui alat
SPURIEAN xamentare; ' an /keputusan  |komunikasi
Pimpinan terhadap Alat komunikasi|5 menit P
sementara /medsos/langsy
laporan cepat secara . impina oy
berjenjang / : N Aimpinas g P
menyesuaikan. A » .
Melaporkan
::;t;zzj::putu i / = Data / Melalui alat
keputusan sementar. a . D(——-{ ,(—--- j € —— l dokumen/ foto 15 menit Laporan tindak  |komunikasi
, [alat lanjut di lapangan /medsos/langsul
Pimpinan atas Iaporaq k kasl ofi 1 t
Cepat secara berjenjang Cinlens Z c5pe
/ menyesuaikan.
Bisa dilaksanakar
Melaksanakan | . t
: Ape - Surat tugas dan .. |Kesimpulan dan pada Sampat
penutupan pelaksanaan l:}._.; ,_-9 ____)D dafiar bl 15 menit lua yang berbeda
operasi Tibumtranmas. Risar e LD pada saat apel
pemberangkatan
Memerintahkan Kasi
Ops Dal dan Staf Tibum Lampiran -
Tranmas untuk dokumentasi P Bisa dibuat pada
; 2jam Pelaksanaan .
membuat draft Laporan — pelaksanaan hari berikutnya
Tugas ( LPT)
Pelaksanaan Tugas tugas
(LPT).
TIDAK L
Mengoreksi draft TIDAK /\; ;ar:plrant i Berkas Laporan  |Koreksi secara
Laporan Pelaksanaan ~ ol l::e: i 10rnenit |Pelaksanaan manual atau
Tugas. L PelAsanaan Tugas elektronifk
7 tugas
L e
S YA
YA
Menandatangani Lamplran DEkGrE Selanjutnya
dokumentasi N Laporan
Laporan Pelaksanaan 2 menit dokumen
Tugas. { ‘ pelaksanaan Pelaksanaan T
tugas Tugas




e,
"

Nomor SOP

3.08.2016

Tanggal Pembuatan

20-Apr-16

Tangga! Revisi

Tanggal Efektif

SATUAN POLI'SI PAMONG
PRAJA

BIDANG LINMAS Disahkan oleh

BUPATI CIANJUR

Judui SOP

Prosedur Persiapan Pengamanan Pemilukada
/ Pemilu Pusat

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 1977 tentang Susunan dan Tata Kerj‘a
Pertahanan Sipil di Daerah.

2. Permendagri Nomor. 10 tahun 2009 tentang
penugasan Sat Linmas dalam Penanganan,
Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban
Umum.

3. Permendagri No.40 Tahun 2011 tentang
pedoman organisasi dan tata kerja satuan
Polisi Pamong Praja.

4. Pemendagri No.54 Tahun 2011 tentang
Standar Oprasional Prosedur Satuan Polisi
Pamong Praja.

5. Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Satuan Perliridungan Masyarakat

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor
10 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat:
Daerah Kabu{baten Cianjur.

7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor : 08 Tahun
2012 Tentang Lingkungan Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Cianjur.

1. Pengetahuan tentang tugas-tugas pokok
Satuan Perlindungan Masyarakat.

2. Memiliki wawasan dan pengetahuan tentang
Kelinmasan.

3. Membantu keamanan, ketentraman dan
ketertiban masyarakat.

4. Membantu dalam kegiatan sosial
kemasyarakatan.

5. Membantu penanganan ketentraman,
ketertiban dan keamanan dalam
penyelenggaraan pemilu.

6. Membantu upaya pertahanan negara.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Pelaksanaan Pengamanan Pemilukada /
Pemilu Pusat.

Form pemetaan tugas.
Formsurat undangan.
Form surat tugas.
Buku notulensi rapat.
Buku ekspedisi surat.
6. Komputer dan printer.

v W

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan koordinasi dalarm
rangka pengamanan Pemilukada / Pemilu Pusat
akan mengakibatkan kesalahan prosedur

pengamanan.

Buku laporan Bidang Linmas.




No Keglatan

Mutu Baku

Kasatpol PP

Kabid Linmas

Staf Administrasl

Para Kabid Pol

PP

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

1 |Menerima dan Menelaah surat
permintaan bantuan !

Pemilukada/Pemilu Pusat dari
KPUD/KPU.

10 Menit

Agenda Kerja

2 |Menugaskan Kabid Linmas
untuk mengundang rapat
{dengan para Kabid terkait dan
penyiapan perencanaan
{bantuan pengamanan
Pemilukada/Pemilu Pusat.

Agenda Kerja
Surat KPUD/KPU

5 Menit

Disposisi, Surat
KPUD/KPU

3 |Kabid Linmas memerintahkan

| Kasi Linmas untuk menylapkan
irencana penugasan dan
memerintahkan staf untuk
membuat surat undangan
rapat persiapan bantuan
|pengamanan
Pemilukada/Pemilu Pusat

I
]

Disposlsi, Surat
KPUD/KPU

10 Menit

Disposisi

4 |Kasl Linmas mengonsep
pemetaan tugas peng
{Pemilukada/Pemilu Pusat.

Disposisi, Surat
KPUD/KPU

1lam

Konsep Pemetaan
Tugas

5 |Kasi Linmas memerintahkan
staf untuk membuat pemetaan
tugas pengamanan
Pemilukada/Pemilu Pusat.

Konsep Pemetaan
Tugas

10 Menit

Konsep Pemetaan
Tugas;Disposisi

6 |Staf Administrasi membuat
surat undangan rapat
persiapan bantuan

Pemilukada/Pemilu Pusat,

Disposisi;Form
surat undangan
rapat

10 Menit

Draft surat
undangan rapat

7 {Staf Administrasi membuat

P Tugas peng;
Pemilukada/Pemily Pusat
sesual konsep dan arahan
Kasubag,

Konsep Pemetaan
Tugas;Disposisi

1jam

Draft Pemetaan
Tugas

8. |Staf Administrasl
yampaikan surat
undangan rapat kepada
|Sekretaris Pol PP untuk
{diperiksa dan diparaf.

5 Menit

Draft surat
undangan rapat

9 |Memeriksa surat undangan
rapat Jika setuju,
lmembubuhkan paraf pada
surat undangan dan diteruskan
lkepada kabid. Jika tidak
dikembalikan kepada staf
untuk diperbaiki.

Tidak

Ya

Draft Surat
Undangan Rapat

5 Menit

Surat undangan
rapatyang telah
diparaf

10 |M d gi surat undang:
rapat dan memerintahkan staf
untuk segera menyampaikan
surat undangan kepada para
Kabid,

Surat undangan
rapat yang telah
diparaf

5 Menit

Suratundangan
rapatyang telah
ditandatangani

11 |Staf menyampaikan surat
undangan kepada para kabid.

Surat undangan
rapatyang telah
ditanda tangani;

15 Menit

Ekspedisi Surat

12 |Staf Administrasi melaporkan
draft pemetaan tugas bantuan

Pemilukada/Pemilu,

Draft Pemetaan
Tugas

10 Menit

Draft Pemetaan
Tugas
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Keglatan

Kasatpol PP

Kabid Linmas

Kasl Linmas

Staf Adminlstrasi

Para Kabid Pol
144

Mutu Baku

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Wihs point 12 pads
halaman 1

0

13

Memeriksa draft pemetaan
tugas. Jika setuju dilanjutkan
pada keglatan pelaporan
kepada Sekretaris. Jika tidak

dikerbalikan kepada Staf
untuk diperbaiki.

14

Melaporkan pemetaan tugas

Pemilukada/Pemilu Pusat.

;—5—(>—

Draft pemetaan
tugas

30 Menit

Pemetaan Tugas

Pemetaan Tugas

5 Menit

Disposisi

Memeriksa draft pemetaan ;.
tugas. Jika setuju dilanjutkan;
pada keglatan pelaporan -
{kepada Sekretaris. Jika tidak;:
dikembalikan kepada Staf :,
untuk diperbaiki. 4

Tidak

Pemetaan Tugas;
Surat KPUD/KPU

15 Menit

Pemetaan Tugas

16

Melaporkan pemetaan tugas
bantuan pengamanan )
Pemilukada/Pemilu Pusat
|kepada Kasatpol PP. ’

Pemetaan Tugas

5 Menit

Disposisi

17

Kasatpol PP memimpin rapat

| persiapan tugas bantuan
|pengamanan
Pemilukada/pemilu pusat yang
dihadirl sekretaris, Kasubag
Program dan para Kabid serta
Kasl.

Agenda Kerja;
Surat KPUD/KPU;
Pemetaan tugas

1llam

Notulensi rapat

18

Para Kabid mempersiapkan
anggota yang akan ditugaskan
dalam pengamanan
Pemilukada atau Pemilu Pusat.

Notulensi Rapat

30 menit

Daftar nama
anggota yang
akan ditugaskan

13

Para Kabid menyampalkan
{nama-nama yang akan
ditugaskan dalam peng

Pemilukada/Pemilu Pusat
kepada Kasatpol PP
Kabid Linmas.

Daftar nama
anggota yang akan
ditugaskan

10 menit

Disposisi

20

Kabid Unmas memerintahkan
Staf untuk membuat Surat
Tugas Tim Pengamanan
Bantuan Pengamanan
Pemilukada/Pemilu Pusat.

Disposisi

5 menit

Disposisi

21

Staf membuat surat tugas Tim
Pengamanan Bantuan
Pengamanan
Pemilukada/Pemilu Pusat dan
menyampaikannya kepada
Kabid Linmas.

o
& —
)
>

Disposisi;Form
Surat Tugas

10 menit

Draft surat tugas

22

Memeriksa draft-draft surat .
tugas. Jika setuju diberl Paraf
untuk diteruskan kepada
Kasatpol PP. Jika tidak
dikembalikan kepada Staf
untuk diperbaiki,

ST

Draft surat tugas

10 menit

Hasil koreksi draft
surat tugas

Menandatangani surat tugas
dan memerintahkan staf untuk
segera disampaikan kepada
nama-nama yangvtercantum
dalam surat tugas.

Draft surat tugas

10 menit

surat tugas

24

Menyampaikan surat tugas.

surat tugas; buku
ekspedisi surat

30 menit

Ekspedisi surat
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Nomor SOP 10.08.2016
Tanggal Pembuatan 20-Apr-16
: % Tanggal Revisi
' Tanggal Efektif
SATUAN POLISI PAMONG P
PRAJA N N
BIDANG LINMAS Disahkan oleh / BUPATI CIANJUR
\ F &2m
{ N W
Judul sOpP Prosedur Pelaksanaan Pengamanan
Pemilukada / Pemilu Pusat

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 1977 tentang Susunan dan Tata Kerja
Pertahanan Sipil di Daerah.

2. Permendagri Nomor. 10 tahun 2009 tentang
penugasanﬁiSat Linmas dalam Penanganan,
Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban
Umum. "

3. Permendagri No.40 Tahun 2011 tentang
pedoman organisasi dan tata kerja satuan
Polisi Pamong Praja.

4. Pemendagri No.54 Tahun 2011 tentang
Standar Oprasional Prosedur Satuan Polisi
Pamong Praja.

5. Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Satuan Perlindungan Masyarakat

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor
10 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Cianjur.

7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor : 08 Tahun
2012 Tentang Lingkungan Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Cianjur.

1. Pengetahuan tentang tugas-tugas pokok
Satuan Perlindungan Masyarakat.

2. Memiliki wawasan dan pengetahuan tentang
Kelinmasan.

3. Membantu keamanan, ketentraman dan
ketertiban masyarakat.

4. Membantu dalam kegiatan sosial
kemasyarakatan.

5. Membantu penanganan ketentraman,
ketertiban dan keamanan dalam
penyelenggaraan pemilu.

6. Membantu upaya pertahanan negara.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Persiapan Pengamanan Pemilukada / Pemiiu
Pusat.

Form pemetaan tugas.
Formsurat undangan.
Form surat tugas.
Buku notulensi rapat.
Buku ekspedisi surat.
6. Komputer dan printer.

gi B M e

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan koordinasi dalam
rangka pengamanan Pemilukada / Pemilu Pusat
akan mengakibatkan kesalahan prosedur
pengamanan.

Buku laporan Bidang Linmas.




5

Mutu Baku

No Kegiatan Keterangan
b , # Kasatpo! PP Kabid Linmas Korlap d.:-:::ng::::n Kelengkapan Waktu Output
1 |Memberikan pengarahan
kepada tim yang akan _ Ketentuan KPUD
ditugaskan pelaksaan tugas { ] / KPU tentang . Arahan pelaksanaan
bantuan pengamanan pengamanan 30 menit tugss
Pemilukada/Pemilu Pusat, Zem::“k:d‘ /
emilu Pusat
2 |Korlap memimpin pengecekan
kelengkapan tugas dan N Surat tugas
memimpin pemberangkatan ] kelengkapan 30 menit giay ':zle:sgkapan
menuju lokasi. | pengamanan g
3 |Korlap dan Tim yang Suratitugas
ditugaskan mempersiapkan i _
dirl menuju lokasi yang l ] L I kelengkapan Sesual Kondisi B
ditugaskan. pengamanan
4 |Setibanya dilokasl penugasan
melapor dan berkoordinas| Surat tugas
dengan Panitia Pemilihan l kelengkapan Sesual Kondisi Bukti Lapor
ditingkat wilayah yang pengamanan
ditugaskan.
5 |Menerima Instruksi dari
Panitia Pemilihan pada
wilayah yang ditugaskan 1 Agenda Kerja Sesual Kondisi Padoman Tugss
mengenal tugas yang akan B Pengamanan
dilaksanakan.
6 |Melaksanakan tugas
pengamanan sesuai instruksi,
Selama bertugas mencatat
dan melaporkan berbagai Pedoman Tugas
kejadlan yang periu Pengamanan
disampaikan kepada panitia Form Isian
pemilihan dan senantiasa _] pelaksanaan, Sesuai Kondisi e
berkoordinasi dengan pihak —_ ERnGARERT; : Pengamanan
panitia maupaun pihak kelengkapan,
kepolisian yang juga pengamanan.
ditugaskan untuk pengamanan
pemilukada / Pemilu Pusat.
7 |Mempersiapkan laporan
pelaksanaan tugas Catatan
pengamanan kepada panitia i Pelaksaan 15 Menit Laporan Pelaksanaan
pemilihan diwilayah masing- Pengamanan Pengamanan
masing.
- Laporan
8 :o:ap menzhlm;:n Hpei Pelaksanaan Arsip Laporan
E P RLLo S YAk Pengamanan 30 Menit Pelaksanaan Setiap
ditempatkan pada masing- ==
Form Laporan Anggota
masing wilayah. ] Singkat
9 |Korlap membuat laporan
singkat pelaksanaan e
i p Laporan
pengamanan s I
Pemilukada/Pemilu Pusat Pelaksanaan .
berdasarkan laporan anggota p;ngamana:\a 15 Menit Laporan Singkat
yang ditugaskan kepada  ; i apLanuo = Pengamanan
panitia pamnilihan dengan Form Laporan
menggunakan format yangl; singkat KPUD /
disediakan KPUD/KPU. KRy
10 |Korlap membuat Laporan
singkat pelaksanaan
pengamanan A
pemiludaka/Pemilu Pusat Arsip Laporan
berdasarkan faporan anggota \ Pelaksanaan )
yang ditugaskan kepada Pelngamanan 15 Menit L;;poran Singkat
Kasatpol PP melalul Sekretaris Setiap Anggota engamanan
dengan menggunakan format Form Laporan
yang disediakan Kasatpol PP. Singkat Pol PP
11 |Menerima, menelaah dan
menyusun Laporan singkat
1/
k:‘pakc:: Kasatpol PPbmengenal r‘—j Laporan singkat 30 menit Laporan Pelaksanaan
pa:aksanaantugas bantuan L pengamanan : tugas pengamanan
pengamanan
Pemilukada/Pemilu Pusat.
12 [Menerima , Menelaah dan

memerintahkan Kabid Linmas

[ (ep—




